BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 1% TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 73 Peraturan Daerah
@ Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah, dalam rangka mendukung peningkatan
penerimaan pajak daerah, perlu penguatan administrasi
pemungutan pajak daerah;

»

b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah
terhadap utang pajak dan mendorong peningkatan
kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakan daerah perlu dilaksanakan tindakan
penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang
memaksa sehingga dapat memberikan edukasi dan
kesadaran atas kewajiban perpajakan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

[y

Mengingat : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang
Penagihan Pajaj Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4347);
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Untlmm-llmlnmv, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara H;'plllllik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 'l'mnlmh:‘m Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Un(lum:-Un(I:m;( Nomor 12

) n .
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran
Negara Republik Indone

® sia Tahun 2011 Nomor 82,
Sgt;\};flhnn Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor

Tahun 2011 tentang

Undang-Undnng Nomor 23

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

Tahun 2014 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari
penjualan secara lelang dalam rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang
tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi nama
baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam
rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2011 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang
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Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TAT

Perubahan Ketign Atas Peraturan NHae h K
’ acrah

M Nomor 15 Tahun 2010 tentang  Paiak I
(Lembaran Daerah Kabupaten Opan "] Aja l):q'rm'u
N("n‘" ())‘ y Ir 'rl'l'”l /”l”)

abupaten Opan

MEMUTUSKAN -

A C ) '
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA, ARA PENAGIHAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
3

3.
4.

10.

11.

12.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daer
Penyelenggara Pemerintah Daerah.
gu‘p{a)ti adalah Bupati Ogan Ilir.
€ja a}t adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan -
Jurus.xta Pajak, menerbitkan Surat Perintah gPenagiharr1n eg]eﬁrt?lf:“zz:
Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat
Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah
Pe}r:yala)nderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak
se i i : .
R e AL R T e
berlaku; §-Vndangan yang
gé;i::rluilsendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
giepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan
r.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah.
Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Ketentuan Peraturan
Perpajakan Daerah.
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan
terhadap Sengketa Pajak.
Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
adminstrasi berupa bunga, dengan akan kenaikan yang tercantum dalam

ah sebagai unsur
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15,

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Surat Ketetapan  Pajak

atan surat
Peraturan Perundang

‘I(‘il‘l‘it-'|\ ¢
' i)
UH('JHUJ\H "(‘I p”j

; : akan ketentuan
Penagihan Pajak Daeraly adalah serangkaiag

Pajak melunasi utang paiak dan |)i$|\';\ ')(":“||.v'|(|nl'm| APAT penangpiing
menegur, memperingkatkan, melaksanakan Hl',:}‘;"‘.":'i"l‘ dengan cara
sekaligus, memberitahukan  surat pksa, | meb AN acketika dan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, rn('l.'lk;mnr':"""’»'""lllmn tindakan

tsncnjlml barang yang telah disita.
urat Penentuan Harga Limit adalah tafsir,
dikeluarkan Kepala Badan. " hargs baran, sitaan yang
Surat Teguran atau Surat Perin
8 gatan atau syray lai pony
surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan atay ’!;,r;iz’sntg mjmm.mh!nh
untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar mcllnh;aq?Utynng ditunjuk
Penagihan Seketika dan sckaligus adalah tindakar, pena ihang Pajaknya.
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada pcn;;ngsu: " p’.’»’?(k yang
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi ilz?:h mtnpa
pajak, dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahyp pajak‘ Surat E ing
adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pa; ak "
Blaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksap Jgu.rat
na ; an Lelang, pem|

Lelang, Jasa Penilaj dan biaya lainnya sehubungan dengan ?Tffgtﬁﬁ:

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk me i
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melungg?isgngbizgﬁ
menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Pe{nblokiran adalah tindakan pengamanan harta kek
Pajak dan/atau Penggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan
agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun,
selain penambahan jumlah dan nilai.

Objek Sita adalah barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang
dapat dijadikan jaminan utang pajak.

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui  usaha
pengumpulan perminat atau calon pembeli.

Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan
secara lelang.

Risalah Lelang adalah berita acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh
Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lelang.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara
Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Penyanderaan adalah penegakan sementara waktu kebebasan Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bugxi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

AN penyanderaan dan

ayaan milik Wajib

—

R N e

—
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31.

32.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Rayvay

. . YANg anlaniie thiainoleat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak Yang meneniyl ;] ok ’i .}
‘ ’ . ) ' | AN heanrny Hyminh

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekuranpan peml e B f .'
, _ ! ’ ; “mhayvara JIOKOK
pajak, besamya sanksi adminstrat S R i, e

lf. dan |\||n]:‘h pPajal vang n

(Iil\n)'nv'. 1maih harua

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, van arlanjntnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak ' s :
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
Surat Keputusan Keberatan adalah  aurat keputiaan ataa keheratan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Syrat Ketetapan r;:;"'vl/
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Fil.lmt’p};'r'?rh "m
Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Kﬂthmpnn f’ai']k‘ l’)q'nrr);h
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah  Lehih Bayar, nmu' tnri;nd:np
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Surat Tagihan Pajak Dacrah, yang selajutnya disingkat STPp), adalah surat

untuk melaksanakan tagihan pajak dan/atau sanksi adminstr
bunga dan/atau denda.

yang menentukan

atif berupa

BAB II
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 2

Bupati berwenang melakukan penagihan Pajak Daerah.

Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang
mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak Daerah.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang
menerbitkan:

a. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;

b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

c. Surat paksa;

d. Surat perintah melaksanakan penyitaan;

e. Surat pencabutan sita;

f. Pengumuman lelang;

g. Surat penentuan harga limit;

h. Pembatalan lelang; dan

i. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, antara lain
merupakan surat himbauan dengan penempelan stiker dan penempelan
plang.

Pasal 3

Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) melaksanakan penagihan pajak dalam hal pajak yang
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(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

6

terutang sebagaimana tercantum dalam §ppy GK
d ) . ' y ‘pl) “; U817 474
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, ' SKPDKB, SKPDKBT,

Surat Kerp,
: , Uty ate P
Putusan Banding, dan Putusan Peninj; a0 Keberatan dan

wan Kembali o,
| ‘ | ! ’ yan . @
Jut?’lah pajak yang diharus dibayar bertambal, merupakan (;l"'v::(r‘mi‘p}i’”t'::
pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lamg i'("’r')"‘r)"'ﬂ:'li’n
sejak tanggal diterbitkan. | B L

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas awp AP
SKPDKBT dam Pemotongan atau Pemungutan oleh Pih:l]( l?:i:yf’: ' r:'nfqr)nﬁl‘;
jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pcnpnjl;m;”kt"lw'r'!'t'l'n.
tergangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tnngp,af pcncrbit;-m’éu'm{
Keputusan Keberatan, ' ‘

Da.lam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka w
pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar p

keberatan sebagaimana dimaksud pada
1

aktu pelunasan

ada saat pengajuan
. [ ayat (2), tertangguh sampai dengan
(satu) bulan sejak tanggal penerbitaan Putusan Banding,

Bagian Kedua
Jurusita

Pasal 4

Jurusita Pajak Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 1
Persyaratan dan Sumpah Pengangkatan

Pasal 5

Syarat yang harus dipenuhi
adalah sebagai berikut -

a. Berijazah paling rendah Sekolah Menegah Umum atau yang setingkat
dengan itu;

b. Berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
. Berbadan sehat;

c
d. Lulus pendidikan dan latihan J urusita Pajak; dan
e. Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak Daerah

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak Daerah diambil sumpah
atau janji menurut agama atau kepercayaan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, yang berbunyi sebagai
berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk
memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau
menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang serta
peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.”
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(1)

(2)

Q)

(4)

(S)

bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban

“gava  bersumpah/berjanji bahwa  aaya senantiaag

jnbatan saya ini dengan jujur, sekaama dan dengan tdak membeda
<14 Ak n oy ’

akan menjalankan

. _ ; anva akan herlaki aehailk
baiknya dan seadil-adilnya seperti lavaknya bapi seorang Ju en Paial
B ang Juruaita Pajak

yang berbudi dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Jurusita Pajak bertugas :

a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

b. Memberitahukan Surat Paksa; dan o

€. Melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan
surat perintah melaksanakan penyitaan.

d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat  perintah
penyanderaan.

Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda

pengenal jurusita pajak daerah dan harus diperhatikan kepada Wajib Pajak

dan/atau Penanggung Pajak.

Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan

termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek

sita ditempat umum, ditempat kedudukan atau ditempat tinggal Wajib

Pajak dan/atau Penanggung Pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga

sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(3), Jurusita Pajak Daerah dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong

Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional, Dirjen

Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau Pihak lain.

Jurusita Pajak Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berada di wilayah atau daerah berlakunya wewenang

berdasarkan surat tugas penempat

Paragraf 3
Pemberhentikan Jurusita Pajak Daerah

Pasal 7

Jurusita Pajak Daerah diberhentikan apabila :

®mo Qoo

Meninggal dunia;

Pensiun;

Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
Melakukan perbuatan tercela;

Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau

Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Ragian Ketiga

. Q
an Seketika dan ¢

l‘('n:\;(ih ;
u”hnhquq

Pasal 8

aksanak
Sanakan Penagihan

(4]
, Seketika p Q
alam Pasal 6 as dan Sekalig

CMPO pembac Ny huruf a, tanp, mer
v P, < . (

I ayaran Iwr(l:m:nlmn Surat "f‘riu!"nh f.,,“] ,,',’,,.,,,,

G Agihan

Seketik
< a dan Sekal
oekali ; iterhy
Daerah atau P Rus Yang diterbitkan oleh Kepala Badan p
: " R ditunjulk, apatyils - o Pendapatan

jabat yan
1aK dan/atay, I‘cnnn;{gmm Pajak
erniat untyk itu;

1 £ lama atay
b. Wajit, Pajak dan/atay III:‘ '
ying me 8 s nnflf{ﬂung Pajak memindahtangankan barang
merpac kcgiml yang (hk}unnm dalam rangka menghentikan atay
an perusahas T ¢ dilakukan
ndonesia; Perusahaan, atay perke naan yang dilakukan dj

C. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajity p
akan membubarkan badan usah
memekarkan usaha,
dimiliki atau
lainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara dan/atay daerah; atay

e. Texjadf penyitgan atas barang wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak
oleh pihak ketiga atay terdapat tanda-tanda kepailitan,

akan meninggallkan Indonesiz

ajak dan/atay Penanggung Pajal
a, atau menggabungkan usaha, atay
_atau memindahtangankan perusahaan  yang
yang (hkuasainya, atau melakukan perubahan bentuk

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketiga dan Sekaligus oleh Kepala

B'adan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikur :

a. Diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. Diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
Surat yang sejenis;

c. Diterbitkan sebelum Jjangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat yang scjenis diterbitkan; atau

d. Diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
b. Bersarnya utang pajak;

c. Perintah untuk membayar; dan

d. Saat pelunasan pajak.

Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketiga dan Sekaligus. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan
Bupati ini.

e ——
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

o BAB 111
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Bagian Kesatu
) - Y
Penerbitan dan Pelaksanakan Surat Teguran

Pasal 9

Penagihan Pq!nk scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan

dc'fgﬂr }crlcblh df}hlllll menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau

::;}I;td:’lttl'i\l:{:g sejenis oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat

Surat _Teguran. atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

scpagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib

Pajak atau Penanggung Pajak yang telah disctujui untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak.

S}lrat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), disampaikan atau diberikan kepada Wajib Pajak

setelah 7 (Fujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.

Penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan :

a. Secara langsung;

b. Melaui pos; atau

c. Mcla!uj perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :

a. Nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;

b. Besarnya utang pajak;

c. Perintah untuk membayar; dan

d. Jangka waktu pelunasan utang pajak.

Bentuk Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan dan Pelaksanakan Surat Paksa

Pasal 10

Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk.

Surat Paksa berkepala kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. Dasar penagihan;

c. Besarnya utang pajak; dan
d. Perintah untuk membayar.
Bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Format 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Su.mt Paksa yang diterbitkan ole
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

10

A}
Pasal 11

hlil(t‘;mln Badan Pendapatan Daerah atau
dimaksud dalam Pasal 10, dal:
s e . . . 09¢ , dalam hal -
Pg;a|1§1;{:l|$l?’h‘u11nlm ;lmimk tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dan/atau
Y ajak setelah lewat 21 (due luh) hari gej ,
disampetien & % ; a puluh) hari sejak tanggal yang
S urat Teguran atau § eri yang
Saln urat Peringatan atau 8 f
S . ; b patan atau Surat yang
€jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); '

Eglnl:‘ncii}?p \\éa_nb Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan
\ gihan Seketika dan Sckaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¢. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan

se i
bagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak.

Pasal 12
S.urat'Paksa yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
dlt}erbltkan secara langsung oleh Jurusita Pajak Daerah kepada Wajib
PaJ'f‘k dan/atau Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan
Salman_Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
Pemberitahuan akan Surat Paksa kepada Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalsanakan
dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan
dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah
diberitahukan.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi :
a. Hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
b. Nama Jurusita Pajak;
¢. Nama yang menerima;
d. Tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
e. Ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak

Bentuk Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Bupati ini.
Bentuk berita acara pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dlam Format 5 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada :

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat
usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja
ditempat usaha Wajib Pajak dan /atau Penanggung Pajak, apabila
Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c. Salah seorang ahli waris atau pelaksanakan wasiat atau yang
mengurus harta peninggalannya dunia dan harta warisan belum dibagi;
atau

d. Ahli waris, apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah
meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
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(2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada ;

a. Pengurus, kepada perwakilan, kepala cabang, penanggung  jawab
p@\ilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang herangkutan,
ditempat tinggal mercka maupun ditempat lain yang memungkinkan;
atau

b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah
scorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit,
Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai
Harta Peninggalan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dinyatakan bubar atau
dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang
dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak menujuk seorang
kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.

Pasal 15

(1) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang
maksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 menolah untuk menerima Surat
Paksa, Jurusita Pajak Daerah meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan
mencatatnya dalam Berita Acara Penanggung Pajak tidak mau menerima
Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

(2) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dan Pasal 14 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan
melalui Kelurahan dan/atau Kecamatan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan /atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat
tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat
Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan
pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, dengan
mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanakan Surat Paksa harus dilakukan diluar wilayah kerja
pejabat, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa tetap dapat melaksanakan
penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat
Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejbat karena jabatan.

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat
Paksa.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Baginn Ketipn
Yon . { .
Penerbitan dan Pelakaanakan Surat Perintah Melaka
Penyitaan dan Penvitaan

analkan

Paragraf |
Penyitaan

Pasal 18

(/i\i}{)ncbf:a}sc‘t(clah lewat waktu 2 x 24 .(dlm kali dua empat) jam Surat Paksa

ritahukan “kepada Wajib Pajak dan /atau Penanggung Pajak

sc;bfxgmmqna dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, kepala Badan Pendapatan

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan.

B;rdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap

barang milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), diatur sebagi berikut:

a. '(Ii‘:]nggal dan Nomor Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dicatat

am :

b. Buku register Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

c. Buku register pengawasan tindakan penagihan.

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan didukung adanya bukti piutang
pajak yang belum kedaluwarsa dan hasil pemeriksaan mengenai data
harga kekayaan/aktiva yang akan disita.

Pasal 19

Barang milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat disita

adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat kedudukan, atau

ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain

atau yang dijaminkan sebagai pelunas utang tertentu yang dapat berupa :

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening, Koran, giro, atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga
lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
dan/atau

b. Barang yang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal
dengan isi kotor tertentu.

Terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan
dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri,
dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dkehendaki secara
tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
pengahasilan.

Terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak Badan Penyitaan dapat
dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,
kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat
kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat
lain.
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irang bergeralk kecunli

(4) Penyitann dilaksannkan dengan mendahululkan by
aung terhadap barang

dalam keadaan tertentu dapat dilnkaanakan lang

tidak bergerak,
(5) Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diaita
ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak

dan biaya penagihan pajak, kemudahan menjualan atau pencairannya.
Pasal 20

(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling
sedikit oleh 2 (dua) orang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh

Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
(2) Dalam melaksankan penyitaan, Jurusita Pajak harus :
a. Memperlihatkan kartu tana pengenal Jurusita Pajak;
b. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksankan Penyitaan; dan
c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
(3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita
Acara Pelaksanakan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib
L Pajak dan/atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
< (4) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak menolak untuk
menandatangani Berita Acara Pelaksanakan Sita, Jurusita Pajak harus
mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, i
dan Berita Acara Pelaksana Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita ;
Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanakan Sita tersebut tetap f
sah dan mempunyai kekuatan mengikat. 1
(5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak
hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i
berasal dari pemerintah daerah setempat, paling sedikit setingkat
Sekretaris Kelurahan. }
(6) Dalam hal pelaksanakan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, 3
Berita Acara Pelaksanakan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan
saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanakan Sita tersebut tetap sah dan
mempunyai kekuatan mengikat.
(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang
bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita atau ditempat barang
@ bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada atau
ditempat-tempat umum.
(8) Salinan Berita Acara Pelaksanakan Sita disampaikan kepada :
a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah
terdaftar;
d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang
kepemilikannya belum terdaftar; dan
e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.
(9) Bentuk Berita Acara Pelaksanakan Sita sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) tercantum dalam Format 6 Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan
ketentuan sebagai berikut :
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inn tentang jema, jumiah dan harga perhiaaan yang dlinitn

n. Membunt rine
dalam suntu daftar vang merupakan lampiran Berita Acarn Pelalkannaan
Sita; dan
b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita
(2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata nang asing dilakaanakan
sebagai berikul:
a. Menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat

rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Herita Acara

Pelaksanaan Sita;

b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

¢. Menvimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan
vang sclanjutnya ditempeli  dengan segel  sita  dan kemudian
menitipkannya pada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak atau ‘

menitipkannya pada bank.

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak
yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo
rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : ,

a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai
dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan; )

b.Bank wajib memblokir seketika setelah ~menerima permintaan
pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta
menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak.

c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank
memerintahkan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk memberi
kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaanya yang
tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;

d. Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memberikan
kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat
meminta Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Menteri
Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo
kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dimaksud;

e. Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita
yitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan

Pajak melaksanakan pen
Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada
Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;

f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank
setelah Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak
dan biaya penagihan pajak;

g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap
kekayaan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak
dan biaya penagihan pajak;

h. Dalam hal pelaksanaan pemblokiran dilakukan terhadap harta kekayaan
milik Penanggung Pajak yang namanya tidak tercantum dalam Surat
Paksa dan/atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka surat
Permintaan Pemblokiran disertai dengan Surat Keterangan Kedudukan

Penanggung Pajak pada Wajib Pajak.

(4) Bentuk Surat Permintaan Pemblokiran sebagaimana ayat (3) huruf h
Fel.'cantum dalam Format 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

ml.
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lap surat berharga berupa obligasi, anham dan aejenisnya

(5) Penyitaan terhac
yang diperdagangkan dibursa efek dilaksnakan
a. Pemblokiran Rekening fek pada Kustodion dilakukan herdasarkan
permintaan tertulis dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Qg«'m llir atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Kepala Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dengan menyebutkan nama Pemegang, rekening atau
nomor pemegang rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dan alasan

perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
b. Berdasarkan permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Ogan llir atau pejabat yang ditunjuknya sehagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepada Otoritas Jasa Keuangat (OJK) dapat menyampaikan
perintah tertulis Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap

sebagai berikut

rekening efek Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
c. Berdasarkan perintah tertulis dari Kepala Otoritas Jasa Keuangar (OJK)
Kustodian melakukan

sebagaimana dimaksud pada huruf b,
pemblokiran;

d. Dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan
tertulis dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan [lir
harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan

tersebut;
e. Kustodian yang memberikan keterangan
emegang rekening membuat Berita Acara

tentang rekening efek p
Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan,

f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara pemberian keterangan
tersebut disampaikan kepada Bupati dan salinannya disampaikan
kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Rekening
sebagai Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2
(dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian Kketerangan tersebut

dilakukan;
g. Jurusita Pajak me
Rekening Efek pa

melakukan pemblokiran dan

laksanakan penyitaan atas Efek dan/atau dana dalam
da Kustodian segera setelah menerima Berita Acara

Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
elakukan penyitaan harus membuat Berita Acara

h. Jurusita Pajak yang m
g ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak

Pelaksanaan Sita yan
dan/atau Penanggung Pajak dan saksi-saKsl;
i, Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak hadir, Berita
oleh Jurusita Pajak dan saksi-

Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani
saksi;
j. Berita Acara pelaksanaan Sita disampaikan kepada Wajib Pajak
k, dan salinannya disampaikan kepada

dan/atau Penanggung Paja
(OJK) dan Kustodian;

Kepala Otoritas Jasa Keuangan
k. Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permintaan
pencabupatan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak
gan (OJK) dan Kustodian;
pencabutan

kepada Otoritas Jasa Keuan
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permintaan
pemblokjran terhadap Rekening Efek Wajib Pajak dan/atatu Penanggung
Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak
dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan
m. Efek yang diperdagangkan dibursa yang telah disita, dijual di bursa
melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan

Pejabat.
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(6) Bentuk Berita Acara Pemblokiran sebagaimana dimakaud pada ayat (5)
huruf e tercantum dalam Format 8 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(7) Penvitaan terhadap surat berharga berupa oblipasi, saham, dan aejenisnya
yang tidak diperdagangkan dibursa efek dilaksanakan sebagai berikut :

a. M.(‘lnkuknn inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan
nilai nominal atau perkiraan nilai lainya dari surat herharga yang disita
(Si{\tlnl11 suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanan

ita;

b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. h4cmbxxat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari
nglb Pajak dan/atau Penanggung Pajak kepada Pejabat.

(8) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah
piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita
Acara Pelaksanaan Sita;

b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

¢. Membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari
Wa:iib Pajak dan/atau Penanggung Pajak kekpada Pejabat, dan
salinannya disampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung
Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

(9) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada
surat sahamnya dilaksanakakan sebagai berikut:

a. Melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah
pernyetaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang
merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. Membuat Akte Persetujuan Pengalian Hak Penyertaan Modal pada
perusahaan lain dari Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak kepada
Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat
penyertaan modal.

Pasal 22

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian
sebagai barang bukti dalam kasusu pidana, baru dapat dilaksanakan setelah
barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung
Pajak.

Pasal 23

(1) Penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak
dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan
cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

(2) Jurusita Pajak tetap dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik
Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang berada diluar wilayah kerja
Pejabat.

Pasal 24

(1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali
apabila menurut pertimbangan Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu
disimpankan di kantor Pejabat atau ditempat lain.

(2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak :

a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat
Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan
sita; dan/atau
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Pasal 25

Penyitaa
\ n tambahan i
a. Nilai barane il:pm (ihlnlmmml\-nn apabila :
: yang disita nilainya ti
A , . va tidak cukt si bi
i }q]cm.xlg;h]an pajak dan utang pajak; m'm' B et g
. Hasil lelan : ' lah disita
sy g b_m.'mg yang telah disita tidak cukup untuk melunasi bia
gihan pajak dan utang pajak. ks

Pasal 26

g; Qéisé;azé;zrgl );mg disi.ta da_pat ditempeli atau diberi segel sita.
on begt ok egel S‘lta dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat
3] Seel Situ barat}g sitaan.
> i’ata “g IsSeITz;g"?lmana dimaksud dalam ayat (1) memuat paling sedikit :
b. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
c. Larangan untuk memindah tangan, memindah hak, meminjamkan,

merusak barang yang disita.
(4) Bentuk Segel Sita sebagaimana dimaksu
Format 9 Lampiran Peraturan Bupati ini.

d pada ayat (3) tercantum dalam

Pasal 27

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila wajib pajak dan / atau penanggung

pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau
berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan Badan
peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Bupati.

(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh pejabat.

(3) Bentuk surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam format 10 lampiran peraturan Bupati ini.
(4) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berjta acara
pelaksanaan sita disampaikan oleh Jurusita pajak kepada.waj}b pajak
dan /atau penanggung pajak dan instansi yang terkait, .di1ku.t1 dengan
pengembalian penguasaan barang yang disita kepada wajib pajak dan /

atau penanggung pajak.

(5) Pencabutan sita terhadap: . . '
a. Deposito berjangkah, tabungan , saldo rekening Koran, giro atau yang
dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan surat
pencabutan sita kepada wajib pajgk ii(an/atatx)u gzzalx{lgtgu:g pajak dan
i i da bank yang ber gkutan;
tembusannya disampaikan kepa sahafn gtau o isaye baile yang

berupa obligasi, h
b. Surat berhard o idak diperdagangkan di bursa efek

diperdagangkan maupun yang U :
diﬁtksafakgn dengan menyampaikan surat pencabutan gxta kepad_a
busannya disampaikan kepada pihak terkait

penanggung pajak dan tem

Dipindai dengan CamScanner




(6)

-;;:;\'Rn:ﬂ‘“h!%"s hf‘rﬂl?‘ﬂsi sebagai pembatalan berita acara pengalihan
P as surat berharga tersebut;

C. k:‘ll)l:(;:‘gpd|Inl<smmknn.dmmnn menyampaikan surat pencabut
g enanggung Pajak dan tembusannya di sampaikan kepad
yang b(‘_"“m“ﬂ vang sckaligus berfungsi swbngni pembatalan Berit
persetujuan penggalihan Hak Menagih Piutang ;dan / atau

d. Penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan
menyampaikan surat pencabutan sita kepada penanggung pajak dan
tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat Akte

pengalihan Hak.
Bentuk berita acara pelaksanaan pencabutan penyitaan G o
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam format 11 Lampiran Peraturan

Bupati ini

an sita
a pihak

a Acara

Pasal 28

Wajib pajak dan / atau penanggung pajak dilarang: A=
enyewakan, meminjamkarn,

Barang bergerak milik Wajib Pajak

a. memindahkan hak, memindahtangankan, m o
menyembuyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang tela

disita; -
g tidak bergerak yang telah disita dengan hak

b. membebani baran
tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; . 3
c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau

digunakan untuk pelunasan utang tertentu;dan \ ' .
d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita

Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Pasal 29
dan / atau Penanggung Pajak yang

dikecualikan penyitaan yaitu:
dur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh

(1)

a. pakaian dan tempat ti Kap:
penanggung pajak dan keluarga yang menj adi tanggungannya;
b. pesediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta

peralatan memasak yang pberada di rumah ;
c. perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari

negara;
d. buku-buku yang bertalian dengan jaba

pajak dan alat- alat yang dipergunakan untu

dan keilmuan;
e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah
seluruhnya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

dan/atau
f. peralatan penyadang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan

keluarga yang menjadi tanggungannya.

tan atau pekerjaan penanggung
k pendidikan kebudayaan

Pasal 30

pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyitaan atas
barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, wajib

membantu pelaksanaan penyitaan

Dipindai dengan CamScanner




el 3 dC « 3 i . , |

permintaan yang i

et ;no:]g ](:llilkuknn menurut Undang-Undang, atau dengan sengaja
otk oo ”, ghalang-halangi atau menggagalkan tindakan penagihan
St ]g( ilakukan oleh Juru Sita Pajak, |
avm(l)tcrz::portan pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada
\ antum dalam format 12 peraturan Bupati ini.

(3)

Pasal 31

Waiib pajak

l:i:Jvlb }')ajal\ dan / atau penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan

di ya yang tlr}}bul dalam rangka penagihan pajak sclama barang yang telah
1sita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan.

Pasal 32

(1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, wajib
pajak dan/ atau penaggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak, pejabat yang ditunjuk segera:

a. Meminta kepada pimpinan bank untuk menggunakan atau
memindahbukukan harta kekayaan wajib pajak dan / atau penanggung
pajak yang tersimpan pada bank ke kas daerah sejumlah yang |
tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

b. Meminta kepada Kantor Lelang untuk melelang atau tidak melelang.

(2) Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir, wajib pajak dan / atau penanggung pajak dapat
mengajukan  permohonan kepada pejabat yang ditunjuk untuk
menggunakan barang sitaan dimaksud untuk melunasi biaya penagihan

pajak dan utang pajak.
Pasal 33

¥

(1) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa:
a. Uang tunai
b. Surat-surat berharga:
1.kekayaan wajib pajak dan / atau penanggung pajak yang |
tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo
rekening Koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
. obligasi;
saham,;
. piutang;
. penyertaan modal; dan
. surat berharga lainnya
c. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

CUThWN

(2) Terhadap barang yang mudah rusak atau cepat busuk, pejabat dapat
segera menjual barang- barang dimaksud untuk pelunasan biaya

penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 34

(1) penggunaan, penjualan dan / atau pemindahbukuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. uang tunai disetor ke kas Daerah;
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b. deposi o ’ )
posito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk

]I()‘:(“Ir]x:lr: [‘““n":' d{p(‘_rsmnnknq dengan itu, dipindahbukukan ke kas
§ permintaan pejabat yang ditunjuk kepada bank yang
bersangkutan;

obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di

bur‘sn c.fck dijual di bursa efek atas permintaan pejabat yang ditunjuk;

d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak
d!P(‘rdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat yang ditunjuk;

e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak
menagih dari wajib pajak dan / atau penanggung pajak kepada pejabat
vang ditunjuk;

f. penyertaan modal pada perusahaan yang lain dibuatkan akte
persetujuan pengalihan hak menjual dari wajib pajak dan/ atau
penanggung pajak kepada pejabat yang ditunjuk. _

Untuk penentuan harga jual , pejabat dapat meminta bantuan kepada jasa

penilai .

Berdasarkan rekomendasi jasa penilai sebagaimana dimaksud Rada ayat (2)

dan/ atau perkiraan sendiri,pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat

penetapan harga limit.
Penjualan atas barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).huruf C;
huruf d, huruf e, dan huruf f diikuti dengan pembuatan Benta Acara
pengalihan Hak dari pejabat kepada pembeli yang fungsinya dipersamakan
dengan Risalah Lelang.

Pasal 35

Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak
ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 33ayat (1)

(1)

()
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 36

Penjualan secara lelang tehadap barang yang disita sebagaimana dimaksud

dalam pasal 34 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14( empat belas) hari

setelah pengumuman lelang melalui media massa.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan

untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 ( satu) kali dan
untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

Pejabat yang ditunjuk bertindak sebagai penjual atas barang yang disita
mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum lelang
dilaksanakan.

Pejabat yang ditunjuk atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan
lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang di lelang dan
menandatangani asli Risalah Lelang.

Pejabat yang ditunjuk dan Jurusita pajak tidak diperbolehkan membeli
barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah
dan semendah dalam keturunan garis lurus, erta anak angkat.

Pejabat yang ditunjuk dan Jurusita pajak yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
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Perubahan sarnva nilai . : ,
(9) an, besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui

media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
keputusan Bupati, A

(10) S?ntl]l(k sdumt permintaan pelaksanaan Lelang Barang Sitaan sebagaimana
imaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 13 Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Jasal 37 i
Lelang tetap dapat dilaksanakan dalam hal tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak 1
dan /atau penanggung pajak. |

Pasal 38

Lelang tidak dilaksanakan jika:
a. Wajib pajak dan / atau pen
dan biaya penagihan pajak;
b. berdasarkan putusan pengadilan, atau
atau
c. objek lelang musnah.

anggung pajak telah melunasi utang pajak

putusan badan peradilan pajak;

Pasal 39

akan terlebih dahulu untuk membayar biaya

(1) Hasil Lelang dipergun
um dibayar dan sisanya untuk membayar utang

penagihan pajak yang bel
pajak.

(2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.

(3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi
biaya, penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan
oleh pejabat yang ditunjuk walaupun barang yang akan di lelang masih

N

ada.
(4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat

yang ditunjuk kepada wajib pajak dan / atau penanggung pajak segera
setelah pelaksanaan lelang.

(5) Dalam hal pejabat yang ditunjuk lalai melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. )

(6) Hak Wajib Pajak dan / atau penanggung pajak atas barang yang telah di
lelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang
yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan
hak.

Bagian kelima
Pencegahan dan penyanderaan

Paragraf
Pencegahan
Pasal 40
Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan / atau
penanggung pajak yang:
a. Mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya

Rp.100.000.000, 00 (seratus juta rupiah); dan
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. Dira iti ik
b. Diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 41

(1)

Pencegaha i :
gahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hanya dapat dilakukan

berdasark 3
N uasaxkan kcput.usan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri
cuangan atas permintaan Bupati.

Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:

a. ldentitas Wajib Pajak dan / atau penanggung pajak yang dikenakan
pencegahan;

b. Alasan untuk melakukan pencegahan; dan

¢. Jangka waktu pencegahan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan
surat tercatat kepada Wajib Pajak dan / atau penanggung pajak atau
orang-orang yang terkena pencegahan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal penetapan.

(4) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya
6 (enam) bulan. . :

(5) Keputusan pencegahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan
kepada:

a. pWajib pajak dan / atau penanggung pajak yang dikenakan pencegahan;
b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Bupati; dan

(6) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai wajib

pajak dan / atau penanggung pajak atau ahli waris.

(2)

Pasal 42

Pencegahan terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak
mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan
pajak.

Pasal 43

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Paragraf 2
Penyanderaan

Pasal 44

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan / atau
penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu
14(empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada
wajib pajak dan / atau penanggung pajak.

Pasal 45

(1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/ atau
penanggung pajak yang:
a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya
Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah); dan
b. Diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak
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Penyan.deraan ‘tcrhadap wajib pajak dan / atau penangung pajak
sebfxgalmana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanankan berdasarkan surat
perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan
Daerah setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Bentuk surat perintah penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam format 14 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Badan Pendapatan

Daerah Kepada Bupati.

Permohonan izin penyanderaan memuat paling sedikit: _ .

a. Identitas wajib pajak dan / atau penanggung pajak yang akan disandera;

b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi;

c. Tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan;dan

d.Uraian tentang adanya petunjuk bahwa wajib pajak dan / atau
penanggung diragukan itikat baik dalam pelunasan utang pajak,
meliputi: it )

1. Wajib pajak dan / atau penanggung pajak tidak merespon himbauan
untuk melunasi utang pajak ; . !

2. Wajib pajak dan / atau penanggung pajak tidak menjelaskan / tidak
bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsurarn;

3. Wajib pajak dan / atau penanggung pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

4, Wajib pajak dan / atau penanggung pajak memindahtangar!kan
barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia; dan

5. Wajib pajak dan / atau penanggung pajak akan membubarkan pada
usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Bentuk surat permohonan izin penyanderaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam format 15 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan
Daerah setelah diterimanya izin tertulis dari Bupati.

Surat perintah penyanderaan memuat paling sedikit:

a. Identitas wajib pajak dan/atau penanggung pajak;

b. Alasan penyanderaan;

c. Izin penyanderaan,;

d. Lama penyanderaan;dan

e. Tempat penyanderaan,

Pasal 48

W.'ajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera ditempatkan
gnterl?pat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat sebagai
erikut:

a. Tertutup dan terasing dari masyarakat;

b. Mempunyai fasilitas terbatas; dan mempunyai sistem pengamanan dan
pengawasan yang memadai.

Dipindai dengan CamScanner
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Sebelum tempat '

dibentuk, ngib I[))("‘Illlililndcrnan schagaimana dimaksud pada ay

dititipkan dirumah t:llh dan/atau  Penanggung Pajak ynr: “d.{:}ﬂtl(l)

Penyanderaan Pcm(n anan Ncgarn dan terpisah dari tahanan l{’;in e

dilakukan sesuaj k(“t(‘ﬁ%::ﬁ Izrrl:tll( scl);:gnim:mn e p pn'(ln'nym 2
LG raturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 49

Jangka waktu Peny :
Penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Wajib

Pajak dan/atau P

enanggung Pajak dit
dan : ) g Pajak ditempatkan dalam tempat d
dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan. g st

(1)

()
3)

(1)

)

3)

(4)

Pasal 50

Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan
la'ngsu.ng Kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan
dl_saRSIkan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa,
dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.

Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta
bantuan Kepolisiaan atau Kejaksaan.

D_alam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang akan disandera
tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak
melalui Pejabat atau atasan Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian
atau Kejaksaan untuk menghadirikan Wajib Pajak dan/atau Penanggung
Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.

Pasal 51

Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang

telah dilakukan pencegahan.

Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan kepada Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak dalam hal:

a. Sedang beribadah;

b. Sedang mengikuti sidang resmi; atau

¢. Sedang mengikuti Pemilihan Umum

Penyanderaaan mulai dilaksanakan pada Surat Perintah Penyanderaan

diterima oleh Wajib Pajak dan/atau Penangggung Pajak yang bersangkutan
dan salinannya disampaikan kepada kepala Rumah Tahanan Negara atau
Kepala tempat penyanderaaan.

Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang disandera
menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak
meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat
kedudukan Wajib Pajak dan/atau Penaggung Pajak (tempat tinggal atau
tempat berkerja) dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyampaian Surat
Perintah Penyanderaan bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak

tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah
Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah mempunyai kekuatan

hukum mengikat.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 52

isita Pajak men ¢
J‘l:; ks Pnink]h}:lm Berita Acara Penyanderaan dan ditandatangani
0 'm-nndcmnn (1 ; t‘pnlx_] Rumah Tahanan Negara atau Kepala tempat
pen) Bod an - saksi-saksi pada saat Wajib Pajak dan/atau
penanggung Pajak ditempatkan di ¢

o Anore B ditempat penyanderaan.
Berita Acara Penyanderaa i iki :

Noghor dan tar n paling sedikit memuat:
a. NC N tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
b. Izin tertulis Bupati; ' '
c¢. ldentitas Jurusita Pajak;

d. Identitas Penanggung Pajak yang disandera;

e. Tempat Penyanderaan; S |

f. Lama'nya penyanderaan; dan

g. Identitas saksi penyanderaan.

Salinan Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam lockd
aya_t (3) disampaikan kcpélda ' ’

a. Kepala tempat penyanderaan

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang disandera; da
c. Walikota atau Bupati Administrasi. t (2)
Bentuk Berita Acara Penyanderaan sebagaimand dimaksud pada 2ya
tercantum dalam Format 16 Lampiran Peraturan Bupati 1nt.

Pasal 53

) Pajak
Selama dalam penyanderaan Wajib Pajak dan/atau Penanggung

berhak untuk: . o s
a. Melakukan ibadah ditempat penyanderaan sesuai dengan agam
kepercayaan masing-masing.
b. Memperoleh pelayanan kesehatan
yang berlaku;
c. Mendapat makanan yang layak termasuk ™M
keluarga; .
. ikan keluhan tentang perlakuan Petqgas, . B
g. gﬂd:?rf:ﬁ?h bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Wajib
Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang disandera; dan
f Menerima kunjungan dari:
1. Keluarga, pengacara dan sahal?gt;
9. Dokter pribadi atas biaya sendiri; dan
3. Rohaniawan. . |
Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang disandera ﬁelama dalam_
rumah tahanan Negara atau tempat Penyanderaan wajib mematuhi
tatatertib dan disiplin. -
Apabila terbukti Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak melanggar tata
tertib dan disiplin Kepala Tahanan Negara melaporkan kepada Kepala

Badan.

yang layak sesuai dengan ketentuan

enerima kiriman dari

Pasal 54

Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah
Penyanderaan telah dipenuhi;

c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan
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d. berdasarkan pert:
er
pertimbangan tertenty dari Bupati

rsyaratan "
(2) pe Scb'l{’m
3 agaimans .
salma_n atau fotokOD; nl;]u](JImm"Slld pada ayat (1) huruf a diatas berup?
penagihan pajak lemtyyy ,“ pembayaran/pelunasan  utang pajak/biay?
pertama yang di legalisasi oleh tempat pr:mbﬂ)’"‘"‘”

(3) gg{':k yang bersangkutan
yaratan sehapai :
sebage ,
Baimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diatas berup?
3 Jukum tetap

salinan putusan :
yang dilegalisas; (]);crgnd”“" yang telah mempunyai kekuatan
(4) Persyaratan sol, €N pengadilan yang bersangkutan.
Reknmas dasi\/ sl‘:galmana dimaksud pada n);at (1) huruf d e Surat
a. Wajib Pajak (1;at Pemberitahuan Kepda Badan, dengan P ng paja
50% atau lebihnd/m-a.u Penanggung Pajak sudah membayar utang
b akan dilunasi dc:grzlujaumlah utang pajak /sisa utang paie €
. : angsuran, i j
. 3'1:212 Pajak dan/atau Pcﬁanggung Pajak sanggup melunasl utang pajak
c. Wajfi;bgmen)’erahkan bank garansi; si utang pajak
e ajak dan/atau Penanggung Pajak sanggup ‘T’el,tma dengan utang
. menyerahkan harta kekayaan yang sama nilainya . dengan
pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjun sesual
. . kstgntuan yang berlaku;
. Wajib Pajak dan/atau Penangguns Paj

ak telah perumur 75 tahun atau

lebih; atau .

e. Untuk kepentingan perekonomian Negara dan kepentingan ur;lurré ke

(5) Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kepada Kgg}? :. uatau
Tahanan Negara atau tempat penyanderaar apabila Wajib Paj katn/ g
Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan perdasarkan feden
sebagaimana dimaksud dalam ayat f a, huruf ¢, atau huruf d.

(6) Kepala Rumah Tahanan Negara atau tempat enyanc'leraan“ seg«_e;z
memberitahukan secara tertulis kepada Kepa}a Badan apabila Wajib PaJ

dan/atau Penanggung Pajak telah dilepas darl penyanderaan.

pasal 55
j i iri i deraan dalam
(1) Penanggung Pajak yang melarikan dirt dari tempat penyan :
masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan Surat Perintah
bitkan terhadapnya.

Penyanderaan yang dahulu dite .
‘j/ (2) Masa penyanderaan { sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sama dengan masa penyanderaan menurut Surat Perintah Penyanderaaan
yang dahulu diterbitkan terhadap dengan memperhitungan rx}asa
penyanderaan yang, telah dijalani sebelum Penanggung Pajak melarikan
diri.
Pasal 56
aan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan

Biaya penyander
agai biaya penagihan pajak.

diperhatikan seb.
paragraph Ketiga
Rehabilitas Nama Baik

Pasal 57

(1) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap
pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
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atan Pe

9) Gugs nangg .

@ dapat diajukan g;‘{:]l']]ﬂ Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1
ah masp penyanderaan berakhir

) ticlak

pulkan

(3) Dalam hal Sugatan w
olc1'1 Pengadilan dan
kekuatan hukum e

mengajukan permohg

1jak dika
,ncmp(‘r()lc
ajak dapat

ajib Pajak dan/atau Penanggung, P?
putusan  pengadilan tersebut telah
ap, Wajib Pajak dan/atau penanggung P
nan rehabilitasi nama baik.

asal 58
pcnnngglﬂ’lg

ak dan/ata T engkapi

(1) Permoh
on e
an rehabilitasi nama baik Wajib Paj
\ - a d;ln C

Pajak diaj .

engandlajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesl

a. Py persyaratan sebagai berikut:

b S tusan Pengadilan;

o sﬁrat Perintah Penyanderaan; dan .

' Paj?]ﬁ Pemberitahuan Pelepasan Wajib Pajak dan

k yang disandera. pentuk 1

(2) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Kepada Badag :]:11(]:;: nasional/

(sat'u) kali pengumuman pada media cetak harian yang §i1akukan paling

ambat 30 (tiga puluh) hari. ‘
(3) Bentuk Surat Pemberitahuan Pelepasan Wajib Pajak

sebagf:limana dimaksud pada (1) huruf ¢

Lampiran Peraturan Bupati ini.

/atau penanggung

yang disandera

tercantum dalam Format 17

BAB IV
KETENTUAN KHUSUS
pasal 59

(1) Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau Pejabat da;at Sm)e{r;gg:(lj(:;l
permohonan pembetulan atau pengggnnan kepada Kepala ru Fyese:
Pendapatan Daerah terhadap Surat Peringatan atau surat lain yang i@, a{
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Sur
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Surat
Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau

kekeliruan. ) ) .
(2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama
(tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana 'd}maksud

ber keputusan atas permohonan yang diajukan.

pada ayat (1), harus mem _ ] .
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan

Wajib Pajak dan/atau Penanggup Pajak dianggap dikabulkan dan

penagihan ditunda untuk sementara waktu.

(4) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat membentulkan Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam
penerbitan terdapat kesalahan atau kekeliruan.

(5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau
kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
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(1) ditolalk,

(0) Dalam hal PETMohonan  galy
waldu

tindakan pelaksanag agaimana dimakaud pada ayat :
. n : i ! : ! al 12 N
semula. penagihan pajak dilanjutkan sesual jAng

Pasal 60

1) Hasil Pelak . en dan
o S(‘knligllﬁn(li\:::nn;] atau Surat Perintah Penagihan Pajak geketik
* | Y ANz ¢
() Bentuk Lape. 18kan dalam dokumen laporan pelaksanaan: = . - gapetika
Sckaligll; l;)llnn !‘o]"ksmmnn Surat Perintah Penagihan mlﬁr.-'nrmm 15
Lﬂmpil‘m\ P\(‘ agaimana tercantum pada ayat (1) sesudl
1 Peraturan Bupati ini.
Pasal 61 4
i l1a
P i . ) apabila teld!
kzgalglhan Pajak Daerah dengan Surat Paksa tidak (lllﬂks"nf‘}k;:nmfr:)n Ogan Ihr
Norr%llotrl“lvarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan pDaerah Kabup

S Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

BAB V KSA
BIAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PA
Pasal 62 3
00.00 (lima pulu
dalah SCDOSAL Rpsoi’gksa dan sebesar

i Surat
be}rl.;tal.}::g]k setiap pelaksanaan Surat

(1) B.iaya Penagihan Pajak Daerah a
ribu rupiah) untuk setiap peml
Rp100.000,00 (seratus ribu rupia
Perintah melaksanakan Penyitaan. .+ obankan kepada

(2) Biaya Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (Qﬁ:;bediperhitungkan
Wajib Pajak da/atau Penanggung Pajak yang
berdasarkan hasil Lelang.

(3) Bentuk Surat Perintah Melaksanak
pada ayat (1) tercantum dalam Forma

Pasal 63

an Penyitaan sebagaimana dirr{a:k-sud
t 19 Lampiran Peraturan Bupati 1ni.

<

i j biaya
ah setiap tahun mengajukan besarnya I
P e nbins bk Daerberian Surat Paksa dan Surat Perintah

ang dibutuhkan untuk pem
)I\,/Ielgksanakan Penyitaan serta biaya Penyanderaan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan

Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa;

b. Keputusan Bupati Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan

c. Keputusan Bupati Nomor 46 Tahun 2003 tentang besarnya Penagihan
Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir untuk memberitahukan Surat
Paksa dan Pelaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Agar Setiap orang me
Bupati ini dengan pene

Di‘éndangkan diln
pada tanggal \%nuay
SEKRETARIS DAERAH
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Pasal 65

ulai berlaky pada tanggal diundangkan.

an peraturan

ngetahuinya, memerintahkan pengundané 1ir.

mpatan dalam Berita Daerah Kabupaten 0827

Ditetapkan di Indrala¥® 5519
pada tanggal P JAnur

V4 BUPAT] QGAN ILIR

Q¢ ML /o PANJT ALAM

dralaya

2019

KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2019 NOMOR 13
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Pasal 65
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal [0 nuas 2019
BUPATI OGAN ILIR
dto.
M.ILYAS PANJI ALAM
Diundangkan dilndralaya
pada tanggal [} Tanuan 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR /%
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN I

NIR, SH, M.Si

HA
MBM{A Tk.1
/ NIPZ196311111985031
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